
GUDERNlJR LAMPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR : G/123/B.III/HK/2012
 

TENTANG
 

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
KABUPATEN MESUJI TENTANG RETRIBUSI DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menirnbang : a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang 
Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 
189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan 
Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu 
menetapkan Keputusan Gubemur Lampung tentang Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang 
Retribusi Daerah; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupateri/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; 



8.	 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 53 Tahun 2007 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 
Daerah; 

Memperhatikan	 Surat Menteri Keuangan Nomor : S-95/MK.7/2012 tanggal 31 
Januari 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten 
Mesuji tentang Retribusi Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG 
RETRIBUSI DAERAH. 

KESATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mesuji tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera 
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. 

KETIGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah 
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan 
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan 
apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan 
hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

KEEMPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya 
disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung 
paling lama 7 (tujuh) hari sete1ah ditetapkan. 

KELIMA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 9 febuari 20] 2 

GUBERNUR LAlYIPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P.Tembusan: 
1.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2.	 Menteri Keuangan RI di Jakarta; 
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
4, Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji; 
5.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



lAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2012 
TANGGAL : 2012 

HASll EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM 

No 

1 

Materi Raperda 
2 

Dasar hukum 
Menimbang 

c. 

Rumusan Raperda 
3 

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang I c. 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah f)sFlw· oitets~lisR Peraturan Daerah 
Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Jasa Umum; 

Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
4 5 

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang I Kalimat huruf 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan disempurnakan 
Retribusi Daerah menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mesuji tentang Retribusi Jasa Umum; 

c 

2 Dasar hukum 
Mengingat 

5, Undang-Undang Nomor *G Tahun ~ tentang I 5. 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

Angka 5 diubah dengan 
adanya perubahan UU dan 
urutan sesuaikan dengan 
hirarki per uu 

I 

3 Nama, objek dan 
subjek retribusi 

I 

\ 

Pasal 16 disempurnakan 
dan disesuaikan dengan 
Pasal 113 UU No 28 tahun 
2009 

Pasal 16 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf C adalah 
pelayanan: 
a. kartu tanda penduduk; 
b. kartu keterangan bertempat tinggal; 
c. kartu identitas kerja; 
d. kartu penduduk sementara; 
e. kartu identitas penduduk musiman; 
f. kartu keluarga; dan 
g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, 

akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan 
anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan 
akta kematian. I 

Pasal16 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan: 

a, Kartu Keluarga 

b. Kartu Tanda Penduduk 

c, ~l;IFat ·I(StSFSFlgSFl I(S~SFU~l;IliIlelksFI yaFl8 FRsli~wti, GIlIFSt 
KStSFSFlgSFI j;liR&s~, &WFSt I(stsFaRgaFl PiFilils~. QstsR8, 
el;lFat l(eteFsFlgliR RiR&SR ks .bUSF ~Je8eFl, .WFSt 
KetsFaRssR QlitaRS daFi blllSF MegeFi, elllFst ~etereFlgQFI 

TSFFlpat TiR~UJsl, elliFst KstsFsRgaFl I(SISRIFSR, ~WFSt 

KstsFaRgaR bSRir Mliti, SWFlit KetsFsRsaFl PemDst~laR 

PeFlia'#iRsR,'iWFSt KeteFsRgsR PSFFlDQtQlsR PeFgeFalsR, 
SWFat . KsteFsRgsA KsmstisR, SWFSt KeteFSRSQR. 

I 
PSAgen~gi(stsFI .AflQk, ~l;IFSt l(etsFsRgsR PeR8SklllQFI I 
AA81t SWFSt KstsFaA!!t8F1 PSRgsl(l;IaFl K.elJJsFg.sRS!!t8FS8R I I ( I 

-------- r;I IFl€l€lFl9Sis, ~wFat KeteFsRt!JsFl P9ASS8Rti IliIeRtlta8. 
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Pasal25 
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut 
Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa 
pelayanan pasar YSA@siseleRsssfakaA el8R P8FR8riRtaR 
Q88~8A . d8R·· stew YSflg· FR8AikFReti ~aRfast strst8gis 
keb8~esaeR fijese~ yeRS· FR8A6akwfij fasiws .:a. k'" .dari 
9iiI8af'o 

Pasal26 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan 

fasilitas pasar tradisionallsederhana, berupa 
pelataran stsw iiI~IiQFQR, los, kios yang dikelola 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar 
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 
BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal27 
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi 
atau Badan yang m8F1SSWRSksA stew FR8Ailu~ati 

pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 
gSA staw YSR8 R'l8Ril(FRati R'lQAfaSt 8tFQt8Sis IE888Fs8s8R 
fi'isaf )lQfl8 FR9R&8kwp rdlgiw& 1 kill QQfi 1i8&Qr. 

Pasal25 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipunqut 
Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan Jasa 
pelayanan pasar tradisionallsederhana berupa 
pelataran, los, kios yang dikelola dan khusus disediakan 
untuk pedagang. 

Pasal26 
(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah 

penyediaan fasilitas pasar tradisionallsederhana, 
berupa pelataranllos, kios yang dikelola Pemenntah 
Daerah dan kuhus disediakan untuk pedegang. 

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar 
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh 
BUMN, BUMD dan pihak swasta. 

Pasal27 
Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi 
atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar 
tradisionallsederhana yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah. 

Pasal 25 disempurnakan 
dan kegiatan di luar pasar 
tidak termasuk obyek 
retribusi pelayanan 

Pasal 26 disempurnakan 

Pasal 27 disempumakan 

4 Cara mengukur 
tingkat penggunaan 
jasa 

Pasal 18 
Tingkat penggunaan jasa ~ cetak kartu tanda 
penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jenis 
p81ayaRiilR 9SFI fF81EIlI8ASi 1i8IsySI"lSR. 

Pasal18 
Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda 
penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan 
jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang 
diterbitkan 

Pasal 18 disempurnakan 
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5 Struktur dan 
besarnya tarif 
retribusi 

(1) 

(;l) 

6 Pemungutan 
retribusi 

(3)
I
o 

I	 I
• 

I I	 I 

-, 
3 5 

Pasal 29 empurnakan 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar
 
ditetapkan berdasarkan Ailsi· .8tfst8!)ie pasar dan
 
pemakaian fasilitas pasar,
 

~msi· 8tFSt8Si8 fJs8sF88l9s!)siFRSR8 8imsl~8we pses 

4 

Pasal29 
(1) Struktur	 dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan 

Pasar ditetapkan berdasarkantipe pasar dan 
pemakaian fasilitas pasar, 

(2) Tipe pasar sebagaimana dimaksud pada (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai 
berikut:
 

Tipe Pasar dan Fasililas
 Tarif FrekuensiNo Pasar
 
1
 42 3 
a, Pasarlipe 0 

1)	 Kios sense pasaran 
2) Los 

Ro	 1250lKios 
Seliao oasaran 

3) Pelalaran/amparan 
Rp	 tooo,-/Los 

Seliao oasaranRp	 1,000,·1 arnoaran 
Pasarlioe C 
1	 Kios 

b. 
Setiap oasaranRo	 1250lKios 

~~~-,~. ~ ~ .. ~---._,---~-
2	 Los Rp	 1,OOO,-/Los sense oasaran 
3 Pelataran/amparan Rp	 1'(lOO,-1 amparan Seliap pasaran 
Pasarlipe B 
1	 Kios 

c. 
Ro	 1.250/Kios senao oasaran 

2 Los Rp	 1,OOO,-/Los setae oaseran 
3 Pelalaran/amparan Rp	 1,000,-1 amparan Seliap pasaran 

d PasarlipeA 
1)	 Toko §.eti.'lP pasaran1,@O,:lr:n:_

o_~~_.~00 ~ 
Rp	 1,2501Kios2	 Kios 

___ 

Setiao oasaran 
3 Los Ro	 tooo,·/Los Setiap pasaran 
4 Pelalaranlamparan Ro	 1,000,-1 amparan Setiap pasaran 

Pasal42 

(1)	 Pemungutan retribusi tidak dapat diboronqkan. 

(2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
atau dokumen lain yang dipersamakan 

(3)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau 
harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu 

ayst (~) SOSISR wilsysR YSR!) m8RQSpstl~SR manfsst 
8tfQt8Si8 k888f8osaFi fJS8SF yeRS m8F18SI~wp Fsoiw8 1 
lu~ oSFi fJIlI8Qt fJS8Sr 

disempurnakan 
nambah satu 

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi II berlanqqanan. I I 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan ret~ibusi 

I ditetapkan !ebih lanjut dengan Peraturan Bupatl. I	 I 
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Penghapusan 
piutang retribusi 
yang kedaluwarsa 

Pasal51 
KeslaluwaF8e PeAegiheA 

liiIagieA Ke8e* .. 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (Iiga)Pasal51 
tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika di bidang Retribusi. 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang I (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
Retribusi. dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : 

(2)	 Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib 

retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. a. diterbitkan Surat Teguran; atau 
b.	 ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, I (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran 

baik langsung maupun tidak langsung. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa 
(3)	 Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana 

diterimanya Surat Teguran tersebut. 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat I (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
Teguran tersebut. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

adalah wajib retribusi dengan kesadarannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

(4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan 

wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
masih mempunyai utang retribusi dan belum I (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

(5)	 Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
atau penundaan pembayaran dan permohonan 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau keberatan oleh wajib retribusi.
 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
 
oleh wajib retribusi.
 

liiIasieA Keslua Pasal 52 
PeAghepwleA Piu*eAS ~e*rilau.i yeAH Kesialut'leFSa (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

Pasal 52 karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
(1)	 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yanq 

Pasal 51 disempurnakan 
dengan menghapus judul 
bagian. 

Pasal 52 disempurnakan 
dengan menghapus judul 
bagian. 

I I I dimaksud pada ayat (1). I sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. I II I (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah I I I
L I kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. I 



5 

1 2 3 4 5 

8 Ketentuan 
peralihan 

(1) 

Pasal 58 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi 
yang masih terutang dapat ditagih selama jangka 
waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang. 

Pasal58 

Pada saat Peraturan Daerah in; berlaku, Retribusi yang 
masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 
(tiga) tahun sejak tanggal terutang. 

Pasal 58 disempurnakan 
dengan menghilangkan 
ayat (2) dan ayat (3) 
karena obyek yang diatur 
dalam perda tidak ada 
obyek tersebut. (2) P9Rn;lRg~taA R9tfibwii P8AY8~i8QFI ~QA/at8li4 

PeRyeB9taR Kal(~s li4 Rtbl1< 86jel< ~8AY8~etsFl kakbl8 
€lilal(&aRaKaR ~a€l8 88at PemefiRtaR Q89FaR t818R 
m8Rye~ial(aR alat p8Ry8€let8A kal(li4s €l8R IFlstalssi 
PeAQ81aR8R bimbat:l TiRj8 ~mtwl( FA91aKWKaR 
fil81ayaAaA ke~8Qa ma8yaf8kat. 

(3) Pell'nmg~taR Retfibl;l8i PemeFil<saaR Qlat PeFAa€lam 
Kebal<sF8fl dan Retfi6~5i PelayaA8A TeFa!T8F8 ,y~ 

dilak68RskaR f38da ssat PeFAeFifltaR Qa9Fat:l telaR 
mEmyediakafl pelayanaAteFs86ut. 

GUBERNLJR LAMPUNG 

ttd 

S.JACHROEDIN Z.P. 



lAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR lAMPUNG 
NOMOR : GI IB.lII/HKl2012 
TANGGAL : 2012 

HASll EVAlUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

No 

1 

2 

3 

Materi Raperda 
2 

Dasar hukum 
Menimbang 

Dasar hukum 
Mengingat 

Nama, objek dan 
subjek retribusi 

Rumusan Raperda 
3 

c.	 bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah perlu 8il8kwluiF~ 1i8flal&81:l8F1 t8F~8881i 

Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 

5.	 Undang-Undang Nomor 4Q Tahun ~ tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor ~, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor~); 

Pasal6 
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah 
orang pribadi atau Badan yang m8fF1sl~8i 8SR stSIal 

Rumusan Penyempurnaan 
4 

c.	 bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; 

5.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Pasal6 
Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah 
orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati 

Keterangan 
5 

~-

Huruf c disempurnakan 

Angka 5 diubah dengan 
adanya perubahan UU 
terse but dan urutan 
sesuaikan dengan hirarki 
per uu. 

Pasal 6 disempurnakan 

, m8msRfa811~8Fl kekayaan daerah. peiayanan pemakaian kekayaan daerah. 
4 Cara mengukur Pasal 7 Pasal 7 disempurnakan 

tingkat penggunaan 
Pasal 7 

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah
 
jasa
 diukur berdasarkan fssilitsG j8F1iG· 1i8RSSWFlSSFl, IsksGi, diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian 

i!l8Fl8, I!JIkIalF8R, tifj8, dan jangka waktu pemakaian kekayaan kekayaan daerah.
 
daerah.
 

5 Penentuan Pasal21 Pasal21 disempurnakan 
pembayaran, 

Pasal21 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau I(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
 

tempat
 dokumen lain yang dipersamakan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
 
pembayaran
 (2)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana atau dokumen lain yang dipersamakan.
 
angsuran dan
 dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
 
penundaan
 harga tanda masuk (HTM), kupon, dan kartu dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis. kupon,
 
pembayaran
 berlangganan. dan kartu berlangganan. 

I (3) Tata cara peJaksanaan pemungutan Retnbusl', (4) lata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi I II ditetapkan lebih tanjut dengan Peraturan Bupati ditetapkan lebih laniut denqan Peraturan Bupati I
 
I I I	 I' ~ I I 
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6 Penghapusan 
piutang retribusi 
yang kedaluwarsa 

--~.~~---~'-'-'--_.._-~.~~.-
43 

KligAL.U\t...o,.Ri~j PIiNA~IW.o,.N g~jN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG 
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA 

KEDALUWARSA Pasal 30 
Balian Kalatll (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

KallalliwaFla PIRagihan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) 
Pasal 30 tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, 

kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 
di bidang Retribusi.
 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
 (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 
Retribusi.
 a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika : Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran 
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
(1) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana diterimanya Surat Teguran tersebut.
 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
 (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
Teguran tersebut. adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya 

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

(2) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 
masih mempunyai utang Retribusi dan belum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

(3) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung atau penundaan pembayaran dan permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat keberatan oleh Wajib Retribusi.
 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
 
oleh Wajib Retribusi.
 

ialian Kallwa Pasal31 
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi PI"ghapweaR Pill"''', AitFiliuI8i yaMIJ Kalilalll'!!aria 

karena hak untuk melakukan penagihan sudahPasal31 
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 

Pasal 30 dan pasal 31 
disempurnakan dengan 
menghapus judul bagian 

kedaluwarsa dapat dihapuskan. I I I 
l! I i 
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7 Ketentuan 
peralihan 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal37 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi 
yang masih terutang dapat ditagih selama jangka 
waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutang. 
PeF¥HsIR~liItsR Retri91i1si l=IelsyaRsR KepelaBI;IAaR, 
Retri61i1si Tempst RekFes6i ElSR OlsRrsgs, ElSR 
Retri6wsi PeRye6eraR~6IR Eli Air ElilaksSRSk6lR paEls 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal37 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang 
masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 3 
(tiga) tahun sejak tanggal terutang. 

, 

Pasal 37 disempurnakan 
dengan menghapus ayat 
(2) karena obyek yang 
diatur dalam perda tidak 
ada obyek tersebut. 

S6Ist PemeriRtsA OaersR tel6lA meRyeai6lksA fasilitS6 
blfltlilk melaklsll<sfl pelsysR6IR kepaEla m6lsysrakat. 

GlJBERNUR LAMPUNG 

ttd 
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : GI IB.III/HK/2012 
TANGGAL : 2012 

HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

No Materi Raperda Rumusan Raperda KeteranganRumusan Penyempurnaan 
21 53 4 

1 Dasar hukum c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Huruf c disempurnakanc. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang 
Menimbang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan karena Kabupaten Mesuji 

Retribusi Daerah, maka perlu oilsklllksR ~sF1lI9sRaR 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
belum memiliki Perea 

tSF~8oa~ Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 
Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan 

sebelumnya 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten 

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Mesuji; 

Mesuji;
 

2
 Dasar hukum 7. Undang-Undang Nomor 4G Tahun ~ tentang Angka 7 diubah dengan7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Mengingat adanya perubahan UU, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 urutan sesuaikan dengan 
Nomor ~, Tambahan Lembaran Negara Republik hirarki per UU. 
Indonesia Nomor~); 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

~~ .. FlSFStlllF8R MSF1tsri· QalsFA ~19SSFi ~19mer 1a T8~llIA Angka 22 dihilangkan 
1Qi4 t8FltSR!j P8AYSFAfilllrASSR P8rstwrsA M8Rtsri 
QslSFA ~J9S9Fi ~J8msF ;j TSRWF1 1Qi4 t8AtaRS Tsts 
CaF8 j;28AyeoissA TSRSR &jSR Pe~9srisA ""sk ,Aetas 
T8ASR, PeFA8SFisR l~iA iSFlSllIASR SeFts li!iR YRS8RS 
~SQRS QSRSSllISR 9sSi PSFW&8R8SF1 j;2SFW&8R8aA 
YiRS FASASiSsl(8R P8ASR8FAQR MElssl FASRwr..t 
URSSRS YRSSRS ~J9I"MElF i TSRIlIR 1Qi7 8SR UROSRS 
UROQRS ~Je~ElF i TSRllIA 1Qii; 

3 Cara mengukur Pasal19 Pasal19 Pasal 19 disempurnakan 
tingkat penggunaan Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan menghilangkan 
jasa 

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur 
berdasarkan I(S':'JS8SR tsm~st ~SF1I8SR8SR, luas tempat berdasarkan perkalian antara jenis usaha, indeks lokasi ayat(2) 
usaha, OQR rseike SSRSSllISF1. dan indeks gangguan. 

i! I I 
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4 Masa retribusi 
(1 ) 

(i2) 

(3) 

Pasal21 
Izin Gangguan berlaku selarna perusahaan 
melakukan kegiatan/usahanya. 
Dsism r6lRgkapsRQawa8sR ~sRp8RgsJi)fjslisR·msl(s 
t9rRs~sp . ~9msQs~ iiliR SSRSSWSR ~iw8:ii9Iilim 
mslalu:lI<8R ~sf;tar wisRS &stisp • (tiQs~ tsRWR 8sluali. 
PSRS8:iWSR ~sf;tsr wisRS &88SSsiFRSR6I ~iFR8kSW8 ps~s 

61y6lt (~~ RSFWS 8W8S~ ~ilsk ..k6lR 8sl6IFR j6lRSI<s v/sktw 
14 (smpst 9sls8~ ~sFi s8t8ls~ mS861 88FI6II<w iiliR 
6sF6IhRiF. 

Pasal21 
lzin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan 
kegiatan/usahanya. 

Pasal 21 disempurnakan 
sesuai ketentuan 
Permendagri Nomor 27 
Tahun 2009 bahwa izin 
gangguan berlaku selama 
perusahaan berdiri. 

Pasal26 
Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek 
sebai ai berikut: 

No Jenis Kendaraan 

1. Kendaraan angkutan kapasitas sampai 
denqan 8 ternpat duduk 
Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai2. 
denqan 12 temoat duduk 

3. Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai 
denqan 16 tempat duduk 

4. Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai 
denoan 28 ternoat duduk 

ditetapkan 

Tarif RD. 

200.000,

300.000,

500.000,

650.000,· 

Pasal26 
Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan 
sebac ai berikut: 

No Jenis Kendaraan Tarif RD. 

1. 
Kendaraan angkutan kapasitas sampai 200.000,
denqan 8 temoat duduk 
Kendaraan angkutan kapasitas 9 sampai

2. 
denqan 12 temoat duduk 

300.000,

3. Kendaraan angkutan kapasitas 12 sampai 500.000,
denoan 16 tempatduduk 

4. 
Kendaraan angkutan kapasitas 17 sampai 650.(]OO,
dengan 28 ternoat duduk 

1. Kartu pengawasan sudah 
termasuk dalam pemberian 
izin trayek sehingga tariff 
kartu pengawasan cukup 
digabung ke dalam tarif izin 
trayek. 

2. Masa berlaku izin trayek 
adalah 5tahun dan dapat 
diperpanjang, sesuai dengan 
pasal 57 Kepmenhub No. 
KM.35 Tahun 2003. 

5. 

.. 
Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 
ternoat duduk 

QaftsF ..ISFlS kart.. ~SFlsaWQ&QFl 

750.000, 5. 
Kendaraan angkutan kapasitas lebih dari 28 
ternpat duduk 750.000, I 

a. AFlSk..hilFl kapQ&its& &El"'lpsi ~9FlSElFl a 
4Q QQQ, 

9. A FlSkwtElR kapa&its& Islilil:l ~aFi Q t8mpat 
~ 

iQ QQQ, 

Pasal27 
Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang lamanya 5 
(lima) tahun, ~8RS6lR 1<8VJsji88A FRsleliWksR f!!SFl88ft6lFSR 
wisRS &stief!! tsRWFI. 

Pasal27 
Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu yang larnanva 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 tahun. 

Penetapan tarif Retribusi Izin 
Trayek dilakukan per 5 
tahun, sedangkan pada saat 
dattar ulang tidak dikenakan 
tarif retribusi. 

--~--_._-_. 
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Penentuan 
pembayaran, 
tempat 
pembayaran, 
angsuran dan 
penundaan 
pembayaran 

5 

6 Kedaluwarsa 
penagihan 
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Pasal37 Pasal37 
(1)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau I (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan. 

dokumen lain yang dipersamakan. (2)	 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
(2)	 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana atau dokumen lain yang dipersamakan. 

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau I (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau 
berlangganan, dan tanda bukti penerimaan. harga tanda masuk (HTM), kupon, kartu 

(3)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi berlangganan, dan tanda bukti penerimaan. 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (4)	 Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi 

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

KEDALUWARSA PENAGIHAN ~ KEDALUWARSA PENAGIHAN
 
PIiNc.WaO.PUSAN PIU:r.it:Nc. AlilAlliiU&I ¥ANc.
 Pasal46 

Kii gAIaUtAt.it:ASA (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 
liiagiaA Ke8at.. kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) 

KellalwWilF8a P8AagihaA tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, 
Pasal46 kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana 

(1)	 Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi di bidang retribusi. 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun I (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana 
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 
wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang
 a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 
retribusi.
 b.	 ada pengakuan utang retribusi dari wajib 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika . (3)	 Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran 
a. diterbitkan Surat Teguran; atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
b. ada pengakuan utang retribusi dar; wajib retribusi, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 

baik langsung maupun tidak langsung. diterimanya Surat Teguran tersebut. 
(3)	 Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana I (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat adalah wajib retribusi dengan kesadarannya 
Teguran tersebut. menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan 

(4)	 Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah I (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung 
wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
masih mempunyai utang retribusi dan belum diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 
melunasinya kepada Pemerintah Daerah. atau penundaan pembayaran dan permohonan 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung keberatan oleh wajib retribusi. 

5 

Pasal 37 disempurnakan 

Pasal 46 dan pasal 47 
disempurnakan dengan 
menghapus judul bagian. 

I ! 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat -I

I	 diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau I I I 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh wajib retribusi. 

_ J I 
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Sagian Kedwa 
Penghapusan Piutang RetF'ibusi yang KedaluJovaFsB 

Pasal50 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal47 
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi 

karena hak untuk melakukan penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan 
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang 
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

GlfBERNUR U\MPlfNG
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